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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan
harus sesua dengan undang- undang no 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan yang mennyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja
dilakukan dalam beberapa proses yaitu mengadakan musyawarah antara
karyawan dengan perusahaan, bila menemui jalan buntu maka jalan
terakhir adalah melalui pengadilan untuk memutuskan perkara. Bagi
karyawan yang bermasalah melakukan pelanggaran berat, langsung
diserahkan kepada pihak kepolisian tanpa memintaijin kepada pihak yang
berwenang. Dan untuk karyawan yang akan pensiun dapat digjukan sesuai
dengan peraturan. Demikian pula karyawan yang mengundurkan diri

diatur sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundang-undangan.

2. Sebaga tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja yang telah
diPHK dimana dalam undang- undang mengharuskan atau mewagjibkan
perusahaan untuk memberikan uang pesangon,uang penghargaan, dan
uang penggantian hak. Dan Peraturan mengenai uang pesangon, uang
penghargaan dan uang penggantian hak diatur dalam pasal 156, pasal 160

sampai pasal 169 UU No. 13 tahun 2003 tentang K etenagakerjaan.
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B. Saran

1. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu perlindungan terhadap
tenaga kerja sdlama ini belum maksimal yang bisa dilakukan oleh
pemerintah namun kita mengapresiasi adanya aturan-aturan hukum yang
bisa melindungi kepentingan para pekerja. Kita berharap kedepannya
peraturan perundang-undangan yang dibuat semakin sempurna sehingga
kesgahteraan dan perlindungan kepada para pekerja/buruh lebih dapat
terpenuhi. Dan hendaknya dalam melakukan Pemutusan hubungan kerja
harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di
Indonesia agar tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

2. Pada Undang-Undang no 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan agar
didalam peraturan perundang-undangan lebih rinci lagi dalam pengaturan
hak dan kewajiban pekerja dengan pengusaha, sehingga memperkecil
terjadinya perselisihan hubungan industrial. Selain itu kepada instansi
yang terkait dibidadng ketenagakerjaan untuk |ebih memperdalam fungsi

pengawasannya.
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